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ABSTRAK 

 

 
PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN  

(Studi pada Polres Lampung Tengah) 

 

Oleh 

STOVIA SARAS 

 

Kehidupan manusia di bumi ini berdampingan dengan makhluk hidup lain, di 

antaranya adalah hewan. Manusia harus mampu mengendalikan perilakunya 

terhadap hewan agar terhindar dari kepunahan dan tetap terjaga kelestariannya, 

tetapi pada kenyataannya terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penegakan hukum oleh 

Polres Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? (2) 

Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. 

Narasumber terdiri dari Kasatreskrim Polres Lampung Tengah, Pegawai Dinas 

Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.  

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum oleh Polres 

Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai 

dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. 

Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah dengan 

penyidikan yang dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya 

dibuat dalam satu bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan 

daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas 

perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan 

diproses secara hukum oleh Kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses secara 

hukum oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan. (2) Faktor-faktor penghambat 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan adalah 

substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,  minimal hanya 1 bulan 

dan maksimal hanya 3 bulan. Faktor aparat penegak hukum, yaitu  terbatas 

kuantitas penyidik Polri, sehingga membutuhkan bantuan PPNS dari Dinas Kehutan 

dan Perkebunan Provinsi Lampung. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya 

 

 

 



 

 

Stovia Saras 
klinik khusus hewan di Kabupaten Lampung Tengah, yang berguna untuk 

memastikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap hewan. Faktor masyarakat 

yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

penganiayaan terhadap hewan. Masyarakat dalam hal ini menganggap bahwa 

kegiatan berburu merupakan kebiasaan dan sarana untuk menyalurkan hobi dan 

bukan sebagai tindak pidana. Faktor budaya, yaitu masyarakat masih memilih 

kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk 

menjatuhkan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, 

hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya 

untuk meminimalisasi tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang. 

(2) Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya 

tindak pidana penganiayaan hewan hendaknya dioptimalkan dalam rangka menjaga 

kelestarian hewan dari kepunahan apabila terus menerus dijadikan sebagai sasaran 

berburu oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Penganiayaan Hewan 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem 

sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah 

ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu 

menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat 

mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. 

Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau 

kehidupan yang ada, akibatnyapun belum dapat dirasakan secara langsung bagi 

kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.
1
 

 

Manusia dan hewan idealnya memiliki hubungan yang erat, oleh karena itu 

manusia diharapkan dapat menjaga keselestarian hewan, tetapi pada kenyataanya 

manusia sering kali berperilaku buruk terhadap hewan dengan melakukan 

perburuan hewan dan penganiayaan terhadap hewan. Hingga sekarang masih 

banyak manusia yang tidak menghargai akan kehidupan hewan-hewan yang 

berada di sekitar mereka. Penyiksaan terhadap hewan sudah semakin terbuka 

dilakukan oleh sekelompok orang, terutama dalam penganiayaan rusa dan 

trenggiling. Jika penyiksaan terhadap hewan ini tidak segera di tangani, sudah 

dapat di pastikan hewan-hewan akan punah. 

                                                           
1
 Omara Ojungu, Interaksi Manusia dengan Alam, Pelita Ilmu, Jakarta, 1991, hlm.15. 
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Penganiayaan terhadap hewan pada dasarnya merupakan tindak pidana, yaitu 

sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.
2
 

  

Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya dianggap melanggar etika moral, tapi 

juga melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan hewan tetap dilakukan 

dan tidak ada tindakan hukum sama sekali, maka sama halnya dengan 

membiarkan atau melegalkan perilaku penyiksaan hewan. Mengingat adanya 

kasus penganiayaan hewan, beberapa kelompok pecinta hewan mendirikan 

organisasi-organisasi untuk menampung dan mengatasi kekerasan terhadap 

hewan. Organisasi yang berada di Indonesia contohnya seperti Animal Defender, 

Animal Friends Jogja, BAWA (Bali Animal WelfareAssociation), JAAN (Jakarta 

Animal Aid Network), dan Garda Satwa Indonesia. Organisasi-organisasi ini 

merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang penampungan hewan yang 

mengalami kekerasan, penelantaran, dan penganiayaan. Organisasi ini 

menyelamatkan, menampung, serta memberikan rumah baru bagi para hewan 

yang mengalami kekerasan dan penelantaran. Mereka juga aktif menumbuhkan 

kesadaran masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan kampanye.
3
 

                                                           
2
 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.26. 

3
 Prisilia Resolute. Humanizing the Non-Human Animal: the Framing Analysis of Dogs’Rights 

Movement in Indonesia. Jurnal Sosiologi pada Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. Jakarta 2016 

hlm.4. 
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Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam 

suatu masyarakat, yang mempergunakan sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat.
4
 Dengan adanya kampanye tersebut membuat adanya suatu 

perubahan sosial itu sendiri adalah dimana hal ini selain membwa dampak positif 

juga membawa dampak negatif, dampak negtif dari perubahan sosial ini juga 

merambah ke arah perkembangan tindak pidana terutama dalam hukum pidana.  

 

Tindak pidana penganiayaan tehadap hewan mengakibatkan hewan menjadi cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, yang bertentangan dengan upaya 

menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan. Kesehatan hewan adalah segala 

urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan 

kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan 

penykit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan 

hewan serta keamanan pakan. Kesejahteraan hewan adalah segala segala urusan 

yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran 

perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan di tegakkan untuk melindungi 

hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang di 

manfaatkan manusia.  

 

Hewan yang sering kali menjadi objek perburuan dan penganiayaan oleh manusia 

di antaranya  adalah hewan yang dilindungi yaitu seperti rusa dan trenggiling. 

Pada dasarnya pengaturan terhadap tindak pidana penganiayaan hewan terdapat 

dalam Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: 

                                                           
4
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 24 
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1) Di pidana dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan pidana 

ringan terhadap hewan : 

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 

kehatannya 

2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atas dengan melampaui batas 

yang di perlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 

memberi makanan yang di perlukan untuk hidup kepada hewan, 

yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada 

pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib di peliharanya. 

Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah di ancam 

pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling 

banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

2) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat di rampas. 

3) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana. 

 

Pengaturan lainnya terdapat di dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan 

bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau meyalahgunakan hewan yang 

mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Selanjutnya Pasal 66A Ayat (2) 

mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana di 

maksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. 

 

Maksud Pasal tersebut adalah “penyalahgunaan” sebagai tindakan untuk 

memperoleh kepuasan dan atau kentunga dari hewan dengan memerlukan hewan 

secara tidak wajar dan atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan 

tersebut. Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, 

pejabat pegawai negeri sipil atau orang yang berwenang yang akan melakukan 

pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan 

kesehatan hewan.  
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Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan hewan di dalam KUHP dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan menunjukkan bahwa terdapat sanksi tegas terhadap masyarakat (setiap 

orang) yang melakukan penganiayaan dan penyalahgunaan hewan, bahwa 

pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman harus di lakukan dengan 

sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari rasa lapar, haus, rasa sakit, dan rasa 

tertekan. Demikian juga penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan 

sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan peyalahgunaan 

seperti sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan hewan dengan 

tindakan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan dari hewan.  

 

Kepemilikan dan penganiayaan hewan yang dilakukan masyarakat dikarenakan 

kurang tegasnya penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku tindak 

pidana tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Padahal 

pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum 

terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan tersebut terutama penerapan 

sanksi pidananya. Dimana dalam penetapan sanksi pidana terhadap kejahatan 

penganiayaan pada hewan itu harus dapat di buktikan, karena dalam penetapan 

sanki dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis 

perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi 

atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini sangat perlu diperhatikan 

mengingat berbagi keterbatasan serta kemampuan hukum pidana dalam 

menanggulangi kejahatan. Kendala lainnya adalah masih sangat minimnya 
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kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia serta peran pihak kepolisian 

terhadap kesejahteraan hewan. 

 

Contoh kasus tindak pidana penganiayaan hewan di Lampung Tengah adalah 

penangkapan pelaku berinisial ED warga Kec. Putra Rumbia oleh petugas Polres 

Lampung Tengah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017. Pelaku melakukan 

perburuan liar di kawasan hutan konservasi Taman Nasional Way Kambas 

(TNWK) tehadap hewan menjangan (rusa), pelaku berhasil menangkap  

menjangan (rusa) tersebut dan memotong tanduknya. Petugas mengamankan 

pucuk senjata api laras panjang dan 25 (dua puluh lima) butir amunisi Caliber 7,6 

MM 4 (empat) serta jaring untuk menjerat rusa.
5
 

 

Upaya Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan hewan menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku. Hal 

ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

                                                           
5
 http://tribratanews.polri.go.id/?p=53545. Diakses Kamis 15 Maret 2018 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripisi yang berjudul: Penegakan Hukum oleh 

Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi pada Polres 

Lampung Tengah) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Bedasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Polres Lampung 

Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? 

 

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan 

kajian mengenai penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelaku 

tindak pidana penganiayaan hewan dan faktor-faktor penghambat penegakan 

hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan 

hewan. Ruang Lingkup Lokasi adalah pada Polres Lampung Tengah dan waktu 

penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

Bedasarkan permasalahan dan ruang lingkup maka tujuan penelitian penelitian ini 

bertujuan untuk: 
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a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap 

pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Polres 

Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan? 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep 

yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana 

penganiayaan hewan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu 

sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana 

guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam 

memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan 

dengan hukum pidana. 

b. Kegunaan Praktis  

Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka, 

pengembangan serta menjadikan pedoman dalam menangani kasus-kasus 

penganiayaan hewan. penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan 

sumbang pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

pengetahuan hukum pidana dalam rangka memberikan suatu rasa aman dan 

kenyamanan di dalam bermasyarakat 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum
6
. Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum 

dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan 

hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan 

hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.
7
 

 

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana
8
  

 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72 

7
Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1. 
8
 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1996, hlm. 75. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus 

melalui beberapa tahap kebijakan yaitu: 

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif) 

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh 

badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang 

melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan 

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil 

Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

dan daya guna.  

2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif) 

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan 

hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian 

sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas 

menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang 

telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, 

aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan 

daya guna. 

3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif) 

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara 

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat 

pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana 

yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana 

yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan 

pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat 

pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada 

Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-

Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.
9
 

 

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum  

 

Penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada 

proses tersebut hukum tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

                                                           
9
 Ibid. hlm. 76 
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hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Proses 

merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme 

aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam 

menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.    Penegakan 

hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun 

terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain: 

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. 

Penegakan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement saja, tetapi juga 

peace maintenance, karena penyelengaraan hukum merupakan penyerasian 

antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan 

untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial 

hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada 

peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi 

setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk 

menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung. 

2) Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus 

terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan. 

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 
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hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

4) Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik.  

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak 

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, 

apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.
10

 

 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
11

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh 

nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
12

  

b. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta. 

Jakarta. 1986. hlm.8-11 
11

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63 
12

 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2). 

c. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
13

  

d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
14

 

e. Penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit, 

menimbulkan luka, merugikan kesehatan makhluk hidup yaitu orang ataupun 

hewan. 
15

 

f. Hewan adalah binatang, kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam 

kerajaan animalia atau metazoa adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup 

di bumi. Hewan dapat hidup di laut, darat, dan air. Hewan menampilkan 

struktur, peran, dan aktivitas yang bervariasi. Mereka dapat di temukan dalam 

ukuran, warna, bentuk tubuh yang berbeda dan mengagumkan.
16

 

 

 

                                                           
13

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

 Jakarta. 1993. hlm. 46. 
14

 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat 

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  
15

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa can Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 

82 
16

http://belajarhewan.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-hewan.html. Diakses Kamis 15 Maret 

2018  

 

http://belajarhewan.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-hewan.html
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E. Sistematika Penulisan  

 

Untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang 

latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, 

teori konseptual, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan 

dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang dibahas 

meliputi tinjauan umum tindak pidana, pengertian penegakan hukum, tugas pokok 

dan fungsi Polri dan tindak pidana penganiayaan hewan   

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali 

dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan 

narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari 

permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud terdiri dari penegakan hukum 

oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan 
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dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu 

pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan 

saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan pemerintah.
 17

 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.
18

 

 

                                                           
17

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.  

2001. hlm. 19. 
18

 Ibid. hlm. 20. 
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Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 

(tiga) hal yang perlu diperhatikan: 

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan 

diancam pidana. 

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang 

ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan 

kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat 

pula. “ Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, 

dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang 

ditimbulkan olehnya”.
19

 

 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

 

                                                           
19

 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.  

1996. hlm. 16. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak 

pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan 

pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. 

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri 

atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari 

perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat 

perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.
 20

 

 

Unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 

c. Melawan hukum (onrechtmatig) 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person)
 21

 

 

 

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (strafbaar feit). 

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan 

                                                           
20

 Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 20 
21

 Ibid. hlm. 21 
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itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. Sementara itu unsur 

subyektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (dollus atau 

culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan yang berhubungan dengan 

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
22

 

 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
23

 

 

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang 

memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan 

hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana menurut terdiri dari: 

1) Kelakuan dan akibat 

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi 

menjadi : 

a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan 

perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik 

jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.  

b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si 

pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum 

(supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap 

penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum 

maka tidak mungkin diterapkan pasal ini
24

 

 

 

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun 

permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, 
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tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan 

pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui 

dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yan memberikan 

penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi 

perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan 

penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan 

hukum.  

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

 

Menurut Andi Hamzah, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 

tertentu, antara lain sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 
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murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal
25

  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

B. Penegakan Hukum Pidana  

 

 

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan 

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan 

pidana
26

  

 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto
27

, pada hakikatnya kebijakan 

hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto, 

merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional 

dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional 
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(national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction 

(pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan hukum 

pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang 

tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang 

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.
 28

  

 

Penegakan hukum didasarkan pada adalah pemahaman bahwa setiap manusia 

dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang 

memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain 

untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum 

yang diakui bersama.  
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Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro, 

diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 

1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) 

yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut 

ditegakkan tanpa terkecuali 

2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) 

yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual  

3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul 

setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, 

kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
29

 

 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana 

 

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelengaraan penegakan hukum 

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan 

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut 

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.  
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Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah: (a) keseluruhan 

rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban 

warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban 

masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan 

hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 

perwujudan Pancasilan dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan 

kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan 

dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman 

dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945
30

 

 

Menurut Barda Nawawi Arief pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (penal 

policy), baik dalam penegakan in abstractio dan in concreto, merupakan bagian 

dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan 

bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan nasional (national 

development. Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in abstraction 

(pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan hukum 

pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang 

tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang 

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.
31

 

 

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan 

hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan pidana adalah 
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sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan 

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan 

yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 

bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak mengulangi lagi kejahatannya.
32

  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model 

kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang 

melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan 

perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan 

hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam 

rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control 

suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan 

itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 33

  

 

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana 

substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam 

bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan 

nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana 

yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan 

penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil 
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maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, 

represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling 

ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 34

  

 

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni
35

 

pertama, total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of 

crimes). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab 

para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara 

lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan 

dan pemeriksaan pendahuluan. Selain itu mungkin terjadi hukum pidana 

substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan 
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terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). 

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.  

 

Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi 

area of no enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, 

yakni full enforcement, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum 

diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein 

harapan ini dianggap sesuatu yang tidak realistis (not a realistic expectation), 

sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat 

investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan 

dilakukannya decisions not to enforce (discretions), dan yang tersisa adalah 

penegakan hukum yang ketiga adalah actual enforcement. 

 

Penegakan hukum yang ketiga (actual enforcement) adalah penegakan hukum 

pidana yang dapat dilakukan secara nyata di dalam keseluruhan wilayah 

penegakan hukum. Penegakan hukum yang secara nyata dapat dilaksanakan itu 

tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegakan hukum itu.
36

 

 

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya 

dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari 

berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum 

(legal substance), stuktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal 

culture) di bidang hukum pidana. Penyelenggaraan penegakan hukum pidana 

yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum 
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pidananya terkait erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen 

substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen 

struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ 

struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya 

hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.
 37

 

   

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, 

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain: 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak 

sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. 

Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup 

law enforcement saja, akan tetapi jua peace maintenance, karena 

penyelengaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara 

nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 

mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya 

dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, 

yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi 

antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang 

mendukung. 

2. Faktor penegak hukum 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan 

hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa 

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran 

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap 

lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus 

terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan. 

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 
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keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan 

hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum 

masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum 

yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan 

dilaksanakannya penegakan hukum, seseorang baru dapat dikatakan 

mempunyai kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum karena 

keikhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan 

mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa 

hukum itu berasal dari hati nurani. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak 

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan 

masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, 

apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.
38

 

 

 

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Polri 

 

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  
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Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 

 

 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, 

bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
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c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara 

lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, 

penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, 

penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan 

dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan 

dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 
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k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 

kegiatan masyarakat lainnya;  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan 

peledak, dan senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap 

badan usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus 

dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik 

dan memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

 

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU 

Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas 

dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat 

menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, 

yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, 

kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan 
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politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk 

kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.
 39

 

 

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres 

Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri 

menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional 

seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam 

bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak 

memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf 

auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, 

pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk 

organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di 

tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu 

(misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel 

dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta 

dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan 

kepolisian di wilayah hukum masing-masing. 

 

Polri yang memiliki organisasi sangat besar tersebut apabila tidak diimbangi 

peningkatan profesionalitas dan spesialisasi dalam mengemban tugas maka 

penonjolan kekuasaan (power) dalam menjalankan tugas sangat mungkin masih 

akan terus berlangsung. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya ialah, mengingat 

pada setiap anggota polisi itu melekat kekuasaan deskresi dalam menjalankan 

tugas, apabila hal tersebut tidak disertai dengan rumusan aturan perilaku (code of 
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practice) yang jelas bagi masing-masing petugas polisi pada fungsi kepolisian 

(Intel, Reserse, Samapta, Binmas, Lalu- Lantas) maka pelanggaran etika yang 

dilakukan polisi akan terus terjadi. Dalam kaitan masalah ini perlu didudukkan 

pula sistem pemolisian di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budayanya. Juga 

dalam hal sistem manajemen kepolisian agar lebih praktis mengingat beban 

tugasnya semakin hari terus meningkat.
 40

 

 

D. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan  

 

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dengan melakukan 

penyiksaan serta memaksakan suatu hal tertentu sehingga dapat menimbulkan 

perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut 

sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:  

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang 

2.  Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas 

yang diizinkan. 
41

 

 

Penganiayaan terhadap hewan atau binatang merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk 

tidak disiksa. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap 

tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah 

sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan 

perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang 

dengan sendirinya sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan, hukuman adalah 
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suatu res absoluta ab effectu futuro. 
42

 Untuk memidana seseorang atas perbuatan 

yang dilakukannya, diisyaratkan terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang 

menyatakan perbuatan itu dilarang dan dapat dipidana. 
43

Pemberian hukuman 

dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tertentu dalam 

hal ini pelaku penganiayaan hewan. Tindak pidana penganiayaan hewan atau 

binatang (dierenmishandeling) diatur dalam Pasal 302 KUHP. Pasal ini mengenal 

dua macam tindak pidana yaitu penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan 

hewan. 

 

Pasal 302 KUHP yaitu:  

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan 

ringan terhadap hewan: 

a. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan 

sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.  

b. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi 

makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya 

atau sebagian menjadi kepunyaan da nada di bawah pengawasannya, atau 

kepada hewan yang wajib dipeliharanya.  

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau  

 menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan  

 pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling  

 banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.  

 

Tanpa disengaja menimbulkan sakit atau luka pada hewan selalu dapat dihukum 

jika itu dilakukan tanpa alasan yang patut. Jika hal itu dilakukan dengan tujuan 

tertentu, maka perbuatan itu baru dapat dihukum, apabila dilakukan dengan cara-

cara baik secara umum maupun dengan cara sebagaimana dilakukannya, yang 

tidak dapat dibenarkan. Percobaan melakukan kejahatan penganiayaan hewan 

tersebut tidak dapat dipidana. 
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Ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, tidak terdapat sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan hewan. 

Kejahatan penganiayaan hewan untuk memperoleh suatu keuntungan merupakan 

perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara sadar oleh para pelaku yang 

merupakan suatu bentuk penganiayaan terhadap hewan. Tindakan penganiayaan 

hewan berupa pembunuhan dan penyiksaan tersebut menunjukkan adanya 

pelanggaran hukum oleh pelaku kejahatan tersebut dan juga telah melanggar 

hukum positif. Dengan ini pemberian hukuman berupa sanksi pidana diperlukan 

sebagai sarana untuk menghapus tindak penganiayaan terhadap hewan agar tidak 

terulang kembali kasus penyiksaan atau penganiayaan hewan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan 

untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan 

realitas yang ada atau studi kasus.
44

  

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

(4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum 

primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus 

hukum dan sumber dari internet. 

 

C. Penentuan Narasumber  

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun 

narasumber dalam penelitian ini adalah: 
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1. Kasatreskrim Polres Lampung Tengah         : 1 orang  

2. Pegawai Dinas Perkebunan dan Kehutanan Provinsi Lampung      : 1 orang   

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila       : 1 orang + 

Jumlah             :  3 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian 

kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur 

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait dengan permasalahan.  

b. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara 

(interview) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan 

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelaku tindak 

pidana penganiayaan hewan sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan 

yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan 

oleh penyidik Polres Lampung Tengah terhadap dengan penyidikan yang 

dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat 

dalam satu bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan 

daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas 

perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan 

diproses secara hukum oleh Kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses 

secara hukum oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan.  

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

penganiayaan hewan terdiri dari substansi hukum yaitu rendahnya ancaman 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan,  yaitu minimal hanya 1 bulan dan maksimal hanya 3 bulan. 

Faktor aparat penegak hukum, yaitu  terbatas kuantitas penyidik Polri, 

sehingga membutuhkan bantuan PPNS dari Dinas Kehutan dan Perkebunan 
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Provinsi Lampung. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya klinik 

khusus hewan di Kabupaten Lampung Tengah, yang berguna untuk 

memastikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap hewan. Faktor 

masyarakat yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum 

terhadap pelaku penganiayaan terhadap hewan. Masyarakat dalam hal ini 

menganggap bahwa kegiatan berburu merupakan kebiasaan dan sarana untuk 

menyalurkan hobi dan bukan sebagai tindak pidana. Faktor budaya, yaitu 

masyarakat masih memilih kompromi dalam menyelesaikan perkara pidana. 

 

B. Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aparat penegak hukum disarankan untuk menjatuhkan pidana yang berat 

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, hal ini penting dilakukan 

dalam rangka memberikan efek jera dan sebagai upaya untuk meminimalisasi 

tindak pidana yang serupa di masa-masa yang akan datang.  

2. Pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi pada terjadinya 

tindak pidana penganiayaan hewan hendaknya dioptimalkan dalam rangka 

menjaga kelestarian hewan dari kepunahan apabila terus menerus dijadikan 

sebagai sasaran berburu oleh masyarakat. 
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